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ABSTRAK 
Tanah  merupakan  salah  satu bagian  terpen t ing dalam kelangsungan h idup 

manusia . Sela in  tanah sebagai  tempat  tinggal, tanah juga sebagai  tempat  untuk 

mencari  r ejeki ,  maka dari  i tu set iap manusia  berusaha un tuk menguasai  sebidang 

tanah  untuk keper luan keh idupannya.  

Men ingkatnya kebutuhan  akan  tanah  un tuk kegia tan  usaha,  maka semakin 

men ingkat  pula kebutuhan  akan  dukungan  berupa jaminan  kepast ian  hukum dibidang 
per tanahan  un tuk menekan  ter jadinya konfl ik di  masyarakat .  Oleh  karena itu dalam 

menjamin  adanya kepast ian  huku m dan  ketert iban  dimasyarakat  Negara  sangat 

berkepen t ingan  un tuk mengatur  baik  ten tang penguasaan  maupun  mengenai  peral ihan 

a taupun  pengalihan  hak a tas tanah  di Indonesia .  Salah  sa tu pengaturan  peral ihan  hak 

a tas tanah  dikenal dalam perundang -undangan  per tanahan di  Indonesia  adalah dengan  

“Tukar  Menukar  Tanah”.  Secara  substan ti f tukar menukar  merupakan  bagian dar i 
per ikatan  yang lah ir  dari  per jan jian  oleh  karenanya tunduk pada azas kebebasan  

berkon trak tetapi  karena obyekn ya adalah  hak a tas tanah maka dala m pelaksanaannya 

harus tunduk dengan  syarat -syarat  formal  yang di tetapkan  dalam peraturan 

perundang-undangan dibidang hukum per tanahaan .  

Un tuk tukar  menukar  tanah  yang letak tanahnya an tara  tanah  yang ter letak di 
Kabupaten  Badung dengan  tanah yang ter leta k di  Kota  Denpasar  menurut  Peraturan 

Pemer in tah  Republ ik Indonesia  Nomor  24 Tahun  2016 ten tang Perubahan  a tas 

Peraturan  Pemer in tah  nomor  37 Tahun  1998 ten tang Peraturan  Jabatan  Pejabat  

Pem buat  Akta  Tanah,  yang daerah  kewenangannya berdasarkan  pasal  12 daer ah ker ja 

PPAT adalah  sa tu wila yah  provinsi .  Oleh  karenanya un tuk tukar  menukar  tanah 

seper t i  ter sebut  dia tas Akta  PPAT nya cukup dibuat  sa tu Akta  .  

Met ode penel i t ian  in i  menggunakan  metode yur idis emper is yai tu menggunakan 

data  lapangan ( f ie ld research)  sebagai  data  primer  dan  perundang -undangan  serta 

buku-buku yang membahas tentang permasalahaan  yang dikaji  sebagai  data  sekunder.  

Berdasarkan  data -data  yang terkumpul  dan dianal isis secara  kwal i ta t i f disimpulkan ,  

bahwa tukar  menukar  tanah  yang letak tanahnya an tara  tanah  yang terletak di 

Kabupaten  Badung dengan  tanah  yang ter letak di  Kota  Denpasar  belum dapat 
di laksanakan  karena, Peraturan Pemer in tah Republ ik Indonesia  Nomor  24 Tahun 

2016 ten tang Perubahan  a tas Peraturan  Pemer in tah  Nom or  37 Tahun  1998 ten tan g 

Peraturan  Jabatan Peja bat  Pembuat  Akta  Tanah belum di taat i  yang disebabkakan  oleh  

faktor  kurangnya koordinasi  an tara  pihak -pihak terkai t  dan  faktor  buda ya hukum para 

pelaksana peraturan  ter sebut .  

 

Kata Kunci  :  tukar menukar,  hak, tanah,  antar wilayah.  
 

ABSTRACT 
Land is one of  the  most  important  part  of  human survival .  In addit ion to the  land 

as a residence,  land as wel l  as a  place to seek fortune,  and therefore  every  human 

being needs to control  a piece  of  land for the  purposes of  l i fe . 

Increasing the  nee d for land for business  act iv i t ies,  the  increasing need for 

support  in the form of legal certainty in the f ield of  land to reduce the occurrence of 

conf l ict  in the community .  Therefore ,  in ensuring law and order in socie ty,  the  State 

is very  concerned to regulate  both about  control and about  the  transi t ion or transfer 

of  land rights in Indonesia.  One  of  the  transfer of  land right  arrangements  known  in  

the  land laws in Indonesia is the  "Land Swap".  Substant ively , exchange or swap is  

part  of  the  engagement  that  was  born  out  of  the  agreement ,  therefore,  i t  i s subject  to 
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the  principle  of  f reedom of  contract,  but  because the  object  i s a land right ,  the  

implementat ion must  comply  wi th the  formal  re quirements se t  out  in the  legislation 

in the f ie ld of  agrarian or l and law.   

To exchange land of  which locat ion of  land between the  land located in Badung 

wi th land located in Denpasar according to the Indonesian Government  Regulat ion 

Number 24 of  2016 about  the  amendment  to Government  Regulat ion Number 37 of  

1998 on regulat ions on the  Posi t ions of  Land Deed Off ic ials, the  local  authori ty 

pursuant  to art ic le  12 of  PPAT work area is in one province.  Therefore  for the 

exchange of  land as aforesaid,  the  Deed of PPAT is enough in one land cert if icate .  

The research method using juridical  empirical  method namely  by using fie ld data 

(f ie ld research) as the  primary data and legislation as wel l  as books that  discuss the  

problems as the  secondary data.  Based on the  data col lected and analyzed 

qual i tat ively ,  it  can be  concluded that  t he exchange of  land that  located between  

Badung and land Denpasar Ci ty  could not  be  implemented because the  Indonesian 

Government  Regulat ion Number 24 of  2016 about  the  amendment to Regulat ion of 

Government  Number 37 of  1998 regarding regulat ion of  Land De ed Off icials 

Posi t ion has not  adhered to because of  factor of  lack  of  coordinat ion between the  

re levant  part ies,  and the  legal  cul tural  factors of  the  human resources who  

implement ing the regulat ions.  

 

Keywords: exchange, land,  rights, between regions .  
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I.  PENDAHULUAN 
Keten tuan  ten tang tukar -menukar 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum  

Perdata  (KUH perdata )  dia tur  pada bab 

ke VI.  Keten tuan  ter sebut  sangat  

singkat  kar ena hanya terdir i  dar i  enam 
Pasal  yai tu Pasal  1541 sampai  dengan  

Pasal  1546,  akan  tetapi  walaupun  hanya  

terdir i  dar i  enam Pasal,  keten tuan  

ter sebut  sangat  luas karena Pasal  1546 

KUH Perdata  mengatakan  bahwa aturan -

aturan  ten tang per setujuan  jual -bel i  

ber laku terhadap per setujuan  

tukarmenukar .  

Tukar  menukar  hak a tas tanah  t idak 

selamanya obyek t r ansaksi  berada dalam 

satu wila yah  ker ja  PPAT,  dalam ar ti  

disa tu pihak obyek tukar  menukar  
berada an tar  kabupaten  a tau provinsi .  

Hal  in i  dapat  di lakukan  olen  PPAT  

karena berdarkan  Peraturan  Pemer in tah  

Republ ik Indonesia  Nomor  37 Tahun  

1998 ten tang Peraturan  Jabatan  Peja bat  

Pem buat  Akta  Tanah  sebagaimana 

termaktub dalam Pasal  4 ayat  (2)  yai tu  

akta  tukar  menukar ,  akta  pemasukan  ke 

dalam perusahaan ,  dan akta  pembagian  

hak ber sama mengenai  beberapa hak 

a tas tanah  dan  hak milik a tas sa tuan  
rumah  susun  yang t idak semuanya  

ter letak di  dalam daerah  ker ja  seorang 

PPAT dapat  dibuat  oleh  PPAT yang 

daerah  ker janya m el iput i  sa lah  sa tu 

bidang tanah  a tau sa tuan  rumah  susun  

yang haknya  men jadi  objek perbuatan  

hukum dalam akta .  Didalam prakt iknya  

dalam proses tukar  menukar  hak atas 

tanah  fakta  menun jukkan  terhambatnya  

proses t r ansaksi  tukar menukar  hak atas 

tanah  disebabkan  karena tukar  menukar  

hak atas tanah  antar  wi la yah  kabupaten  

ser ing t idak dapat  di lakukan oleh  sa tu 

PPAT yang berdasarkan  observasi  hanya  
dapat  dilakukan  pada tanah  yang 

objekn ya berdampingan  dan  terletak 

dalam satu wilayah  ker ja  ker ja  PPAT.  

Berdasarkan  hal  ter sebut ,  dapat 

di rumuskan  permasalahan -permasalahan  

sebagai  ber ikut :  

1.  Bagaimanakah  implementasi  tukar  

menukar  tanah  antar  wi la yah  oleh  

PPAT ?  

2.  Faktor  apakah  yang mempengaruhi  

pelaksanaan  tukar  menukar tanah  

antar  wi layah  oleh  PPAT ?  

II. Metode Penelitian 
Adapun  metode penel i t ian  yang 

digunakan  dalam penel i t ian  in i  dapat  

diuraikan sebagai  ber ikut  :  

a .  Jen is penel i t ian  

Adapun  jen is- jen is penul isan  yang 

di lakukan  dalam penul isan   in i 

merupakan penulisan  hukum,  sebagai  

penul isan  hukum yang ber si fa t  

empir is.  

b.  Sifat  penel i t ian  
Penel i t ian  ini  ber si fa t  deskr i pt i f  

yang mana ber tujuan un tuk 

menggambarkan  secara  tepat  si fa t -si fa t  

suatu individu,  keadaan,  geja la  a tau 

kelompok ter ten tu un tuk menentukan 

pen yebaran  suatu geja la ,  un tuk 

menen tukan  ada t idaknya hubungan 
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suatu geja la  dengan  geja la  la in  yang 

terdapat  di dalam suatu masyarakat . 1  

c. Jenis data 

Jen is data  yang digunakan  dalam  

mengkaji  penul isan  penel i tian  in i 

adalah data  pr imer  dan  data  sekunder . 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penul isan  in i  adalah  pendekatan  fakta  

( fact  approach )  terhadap implementasi 

Peraturan  Pemer intah  Nomor  37 Tahun 
1998 ten tang Peraturan  Jabatan 

Pejabat  Pem buat  Akta  Tanah terkai t 

tukar  menukar  hak a tas tanah  an tar  

wi la yah  ol eh  Pejabat  Pem buat  Akta  

Tanah . 

d.  Sumber  data 

Data  Primer  yang digunakan  

dalam penel i t ian  in i  sumber  datanya  

diperoleh  dar i  penel it ian  lapangan 

( f ie ld research ),  yai tu data -data yang 

diperoleh  dengan  mengadakan 
penel i t ian  langsung ke lapangan ,  yang 

di laksanakan  dengan  metode 

wa wancara dan  kuisioner .  

Data  sekunder  yang sumber  

datanya diperoleh  dari  penel i tian 

kepustakaan  ( l ibrary  research ) ,  yai tu 

data-data  a taubahan  penul isan in i 

diperoleh  dari  l i tera tur - li tera tur  dan 

peraturan  perundang-undangan  yang 

ada kai tannya dengan masalah 

penel i t ian  in i , 2 mel iputi :  
1.  Undang-Undang Dasar  Negara 

Republ ik Indonesia  Tahun  1 945. 

2.  Undang-Undang Pokok Agrar ia 

Nom or  5  Tahun  1960 ten tang 

Peraturan  Dasar Pokok Agrar ia.  

3.  Peraturan  Pemer intah  Republ ik  

Indonesia  Nomor  24 Tahun  1997 

ten tang Pendaftaran  Tanah.  

4.  Peraturan  Pemer intah  Republ ik  

Indonesia  Nomor  37 Tahun  1998 

ten tang Peraturan  Jabatan  Pejabat  

Pem buat  Akta  Tanah.  
5.  Pera turan  Pemer intah  Republ ik  

Indonesia  Nomor  24 Tahun  2016 

ten tang Perubahan  Atas Peraturan  

Pemer in tah  Republ ik Indonesia  

Nom or  37 Tahun  1998 Ten tang 

Peraturan  Jabatan Peja bat  Pembuat  

Akta  Tanah .   

e.  Tekn ik pengumpulan  data  

Dalam pengumpulan  data  di  

lapangan,  t ekn ik yang dipergunakan 

adalah  tekn ik wawancara  atau 
interview.  In strumen  yang 

dipergunakan un tuk mengumpulkan 

data  sekunder adalah  kartu yang dibuat  

                                                        
1Amiruddin & Zainal Asikin, 2004,  

Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, h.25. 
2Burhan Ashshofa, 2001, Metode Penelitian 

Hukum, Cet. III, Rhineka Cipta, Jakarta, h.103.  

sesuai  dengan pokok bahasan yang ada 

hubungannya dengan  permasalahan 

penel i t ian .  

f. Pengolahan dan analisis data 

1) Teknik pengolahan data 

Tekn ik pengolahan  data  dalam 

penul isan  in i  dengan  mengumpulkan 

dan mengambil  data  baik dari  lapangan 

maupun  dar i  kepustakaan  kemudian 

diolah  secara  kuali ta ti f dan  disa jikan 
secara  deskript i f kual ita t i f.  

2) Analisis data 

Analisis data  merupakan  kegiatan  

un tuk mengkaji  a tau menelaah  hasi l 

pengolahan  data yang di  ban tu dengan 

teor i - teor i  hukum,  proses un tuk 

menganal isis data  di lakukan  sebagai  

ber ikut  :  

a .  Menggabungkan  an tara  data  sa tu 

dengan  data  yang la innya sesuai  

dengan  permasalahan  ya ng akan 
dikaji .  

b.  Untuk memahami makna dar i 

keseluruhan  data  hasi l  suatu 

penel i t ian  digunakan  tekn ik 

interpretasi ,  seh ingga memperoleh  

gambaran  permasalahan  yang akan 

di tel i t i .  

Jadi ,  ben tuk analisis yang 

di lakukan  merupakan  pen jelasan -

pen jelasan ,  bukan  berupa angka-angka 

sta t ist ik a tau ben tuk angka lainnya. 3 
3) Teknik penyajian data 

Setelah  menganal isis data  melalui  

penafsi r an  atas keseluruhan  data  yang 

diperoleh  dari  penel i t ian,  selan jutnya  

data  ter sebut  disa jikan  secara 

deskr ipt i f dengan  menggambarkan 

secara  r inci  permasalahan  yang di tel i t i 

dengan  ulasan  menggunakan  teor i -

teor i  hukum.   

III. TEORI DAN TINJAUAN UMUM 

3.1.  Teori Efektifitas Hukum 
La wrence M.  Fr iedman  mel ihat 

hukum adalah  sesuatu yang berdir i  

sendir i.  Sistem hukum berkai t dengan  

elemen -elem en  yang lain  yai tu  ekonomi  

dan  pol i t ik.  Keterkai tan  an tara  elemen -

elemen  ter sebut  t ercakup dalam uraian  

bel iau mengenai  apa yang disebut  

sistem hukum ( legal  System ).  Sistem 

hukum i tu sendir i  terdir i dar i t iga  

komponen  utama,  yai tu :  legal  structure  

(st ruktur  hukum),  legal  subtance 

(substansi  hukum),  legal culture  

(buda ya hukum). 4 Ket iga  komponen  

ter sebut  sa l ing menen tukan  dan  sal ing 

mempengaruh i sa tu dan  la innya.  

                                                        
3
Ibid., h. 106. 

4Lawrence  M. Friedman, 1984, American 

Law, W.W. Norton& Company, New York-

London, h.5-6. 
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Berdasarkan  Teor i  Sistem Hukum  

(Legal  System Theory )  dari  Lawrence 

M.Fr iedman,  Soer jono Soekan to 

mengembangkan  teor i  ter sebut  men jadi  

Teor i  Efkt i vi tas Hukum dan  

menyebutkan  bahwa hukum dapat  

ber laku dengan  efekt i f di ten tukan  oleh  

l ima faktor  yang menen tukan  efekt ivi tas  

ber lakunya hukum di  masyarakat :  

a .  Faktor  hukumnya sendiri  (Undang -
undang).  

b.  Faktor  penegak hukumnya ya kn i  

pihak-pihak yang memben tuk 

maupun  menerapkan  hukum.  

c.  Faktor  sarana atau fasi l i tas yang 

mendukung penegakan  hukum.  

d.  Faktor  masyarakat ,  yakn i  

l ingkungan  dimana hukum ter sebut  

ber laku a tau di terapkan.  

e.  Faktor  kebuda yaan ,  yakn i  sebagai  

hasi l karya,  cipta  dan  rasa  yang 
didasarkan  pada kar sa  manusia  di 

dalam pergaulan  hidup. 5 

Teor i  in i  akan digunakan  un tuk 

mengkaji  rumusan  masalah  yang kedua 

ten tang  efekt i fi tas hukum dalam 

implementasi  tukar  menukar  tanah  an tar  

wi la yah  ol eh  PPAT . Hukum dapat  

ber laku efekt i f  aka n  men imbulkan  

perubahan  di  dalam masyarakat  dan  

perubahan  i tu dapat  disebutkan  sebagai  

perubahan  sosia l . 6 

3.2.  Teori Perlindungan Hukum 
Teor i  per l indungan  hukum dar i 

Pareto,  jika  suatu per jan jian dipandang 

dari  sudut  ekonomi sebagaimana 

dipaparkan  dalam teor i  Pareto,  suatu 

t ransaksi  a tau a turan  adalah  sah jika  

membuat  keadaan  seseorang men jadi  

lebih  baik dengan  t idak seorangpun  

dibuat  men jadi  lebih  buruk. 7  

3.3. Teori Kepastian Hukum 
Menurut Radbruch  dalam 

penger t ian  hukum dapat  dibedakan  t iga  
aspek yai tu keadi lan,  final i tas dan  

legal i tas yang ket iga -t iganya diper lukan  

                                                        

5Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, h.8.(Selanjutnya 

disebut dengan Soerjono SoekantoI). 
6Soerjono Soekanto, 2004, Pendekatan 

Sosiologi terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 

Cetakan II, h.17. (Selanjutnya disebut dengan 

Soerjono Soekanto II). 
7Niken Saraswati, 2011, “Standar Kontrak 

Dalam Hukum Perjanjian”, 

http://kennysiikebby.wordpress.com/2011/03/07/

Kennysiikebby’s Blog Just Another 
Wordpress.Com Site (diakses pada 11/06/2016). 

un tuk sampai  pada pengert ian  hukum 

yang memadai . 8 

3.4. Teori Keadilan 
Aristoteles m engemukakan  bahwa 

keadi lan  dibagi  men jadi  2 (dua) bagian  

yai tu :  

a .  Keadi lan distr ibut i f  

b.  Keadi lan korekt i f . 9 

3.5.   Pejabat Pembuat Akta Tanah  
Dasar  hukum terhadap eksistensi  

a tau keberadaan  Pejabat  Pem buat  Akta  

Tanah  (PPAT) yang ber laku saat  ini  

adalah Peraturan  Pemer in tah  (PP) 

Nom or  37 Tahun  1998,  ten tang 

Peraturan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  

yang telah  dirubah  dengan  perubahan  

Peraturan  Pemer in tah  Republ ik  

Indonesia  Nomor  24 Tahun  2016 ten tang 

Perubahan  Atas Peraturan  Pemer in tah  

Pemer in tah  Nomor  37 Tahun  1998 

ten tang Jabatan  Pejabat  Pem buat  Akta  
Tanah . 

Tugas pokok PPAT dia tur  dalam 

Pasal  2 PP Nom or  37 Tahun  1998,  

dengan   yai tu melaksanakan  yai tu  

melaksanakan sebagian  kegia tan  

Pendaftaran  Tanah  dengan  membuat  

akta  sebagai  bukt i  telah  di lakukannya  

perbuatan  hukum ter tentu mengenai  

mengenai  Hak a tas Tanah  a tau Hak 

Mil ik a tas Satuan  Rumah  Susun  yang 

akan  di jadikan  dasar  bagi  pendafta ran  
perubahan  data  pendaftaran  tanah  yang 

diakibatkan  oleh  perbuatan i tu.  

Perbuatan  yang dimaksudkan i tu adalah :  

1.  Jual  Bel i .  

2 .  Tukar  Menukar .  

3.  Hi bah .   

4.  Pemasukan  ke dalam Perusahaan 

( inbreng ) .  

5.  Pem bagian Hak Bersama.  

6.  Pem ber ian  Hak Guna Bangunan / 

Hak Pakai  a tas Tanah  Hak Mil ik 

7.  Pem ber ian Hak Tanggungan.  
8.  Pem ber ian  Kuasa Membebankan 

Hak Tanggungan .  

Kewenangan  PPAT un tuk membuat  

akta  didasarkan  pada kenyataan  dimana 

tanah  a tau Hak Mil ik atas Satuan  

Rumah  Susun  ter sebut  ter letak/berada,  

bukan  hal  dimanakah  para  penghadap 

(misalnya pen jual  dan  pembel i )   dapat  

berkumpul , a tau pada hal dimanakah  

domisi l i  pemegang hak a tau domosi l i  

pemegang hak a tau domisi l i  ca lon  
pener ima hak berada.  

Sebelum ber lakunya PP No 24  

Tahun  2016 sudah  dikenal  adanya  

per luasan  daerah  ker ja ,  namun  terbatas 

                                                        
8Theo Huijbers, 2007,Filsafat Hukum dalam 

Lintas Sejarah, Kanisius, Cetakan Keempat belas, 

Yogyakarta, hal. 163. 
9 Ibid 

http://kennysiikebby.wordpress.com/2011/03/07/
http://kennysiikebby.wordpress.com/2011/03/07/
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hanya un tuk pembuatan  t iga  macam 

Akta  dimana salah  sa tu bidang tanah  

yang merupakan   obyek pem buatan  Akta  

berada didalam daerah  ker janya,  yai tu  

un tuk pembuatan akta ;  

1.  tukar  menukar ,  

2.  pemasukan ke dalam perusahaan 

( inbreng )  dan 

3.  pembagian  hak ber sama.  

Berdasarkan  ketentuan  ter sebut  
dia tas dapat  dipahami bahwa un tuk 

perbuatan  akta Tukar  Menukar  atas 

sebidang Tanah  yang berada di  

Kabupaten  Badung dengan  sebidang 

tanah  yang berada di  Kota  Denpasar,  

maka PPAT yang berwenang un tuk 

membuat  Akta  Tukar  Menukar  ter sebut  

adalah sa lah  satu dar i  PPAT yang 

daerah  ker janya Kabupaten  Badung atau 

PPAT yang daerah  ker janya Kota  

Denpasar.  

3.6.  Peral ihan Hak Atas Tanah  
Menurut  Pasal  37 PP Nomor  24  

Tahun  1997 peralihan  hak atas tanah  

dan  hak mil ik a tas sa tuan  Rumah  susun  

melalui  jual  bel i ,  tukar  menukar ,  hibah,  

pemasukan  dalam perusahaan  dan   

perbuatan  hukum dapat  didaftarkan  jika  

dibukt ikan  dengan  akta  yang dibuat  oleh  

PPAT,  yang  berwenang menurut  

keten tuan  peraturan  perundang -

undangan  yang ber laku,  Dalam 
keten tuan  ter sebut  t idak di jelaskan  apa 

yang dimaksud beral ih  dan  

diperal ihkan ,  tetapi  hanya dia tur  

ten tang peral ihan  suatu hak a tas tanah  

a tauhak mil ik a tas satuan  rumah  susun .  

Peral ihan  hak a tas tanah  menurut 

yur idis di lakukan  secara  ter tul is dengan  

akta  yang dibuat  ol eh  peja bat  yang 

berwenang dan  didaftarkan  pada Badan  

Per tanahan Nasional (Kan tor  Per tanahan  

Kabupaten /Kota) .   

Peral ihan  hak a tas tanah  harus di 
bukt ikan  dengan  akta  yang dibuat  oleh  

Pen jabat  Pembuat  Akta  Tanah  yang 

selan jutnya disingkat  PPAT.  Dengan  

demikian  ada unsur  absolute yang harus 

dipenuh i  dalam mengal ihkan hak atas 

tanah ,  yakn i  adanya Akta  peral ihan  hak 

a tas tanah  yang dibuat  oleh  PPAT.  

Alat  pembukt ian  yang sah bagi  

kepemil ikan  hak a tas tanah  adalah  

dalam ben tuk seft i fikat  hak a tas tanah.  

Ser t i fikat  adalah  sa l inan  buku tanah  dan  
surat ukur  (un tuk pendaftaran tanah  

sistemik) a tau gambar  si tuasi  (un tuk 

pendaftaran  tanah  sporadis)  yang di jah it  

men jadi  sa tu dan  ben tuknya di tetapkan  

oleh  men ter i.  Fungsi  ser t i fikat  hak atas 

tanah  adalah  un tuk membukt ikan  ad anya  

hak a tas tanah  dan subyek yang berhak 

a tas tanah  ter sebut .   

Peral ihan  hak a tas tanah  menurut 

yur idis di lakukan  secara  ter tul is dengan  

akta  yang dibuat  ol eh  peja bat  yang 

berwenang dan  didaftarkan  pada Badan  

Per tanahan Nasional (Kan tor  Per tanahan  

Kabupaten /Kota) .  Langkah  ter sebut  

terkai t  era t  dengan  prosedur  peral ihan  

hak atas tanah ,  karena prosedur  

menen tukan  legal i tas dar i  peral ihan  

hak.  Dengan  demikian  legal itas 
peral ihan  hak atas tanah  sangat  

di ten tukan  oleh  syarat  formil  maupun  

materi i l,  prosedur  da n  kewenangan  bagi  

pihak-pihak terkai t ,  baik kewenangan  

mengalihkan  maupun  kewenangan  

peja bat  un tuk ber t indak.  Prosedur  

hukum beral ihnya suatu hak a tas tanah  

dapat  di telusur i baik sebelum maupun  

setelah  ber lakunya UUPA.  

Per jan jian  tukar  menukar  hak a tas 

tanah  adalah   suatu per jan jian  yang 
dibuat  antara  pihak yang satu dengan  

pihak la innya,  dalam per jan jian  itu 

pihak yang satu berkewaji ban  

menyerahkan  hak a tas tanah  yang 

di tukar ,  begi tu pula  pihak la innya  

berhak mener ima hak a tas tanah  yang 

di tukar .  

Subjek h ukum dalam per jan jian 

tukar -menukar  adalah pihak per tama 

dan pihak kedua.Sedangkan yang dapat  

men jadi  objek tukar -menukar  adalah  
semua barang, baik barang bergerak 

maupun  barang yang tidak bergerak 

(pasal  1542 KUHPerdata) .  

IV.  PEMBAHASAN 

4.1. Implementasi  Kewenangan 

Pejabat Pe mbuat Akta Tanah 

Dalam Pr oses Tukar Menukar 

Hak Atas Tanah Antar Wilayah 

Oleh Pejabat Pe mbuat Akta  

Tanah.  
Dalam hal  tukar  menukar  yang 

obyekn ya hak a tas tanah  baik yang 
berada dalam satu wila yah  

Kabupaten /Kota  maupun  antar  wi la yah  

Kabupaten /Kota   sebagai  syarat  

formalnya harus dibuat  dengan  akta  

oten t ik  yang dibuat  oleh  PPAT.  Semua 

akta  yang merupakan  kewenangan  PPAT 

un tuk membuatnya adalah  Akta  oten t ik,  

termasuk disin i  adalah  Akta  Tukar  

Menukar.  Isi  yang di tuangkan  dalam 

aktamenurut  h asil  wa wancara  dengan  

Bapak Made Widiada. Notar is/PPAT 
Kota  Denpasar ,  menyatakan  isi  

per jan jian  tukar  menukar  harus apa 

adanya jangan  ber isi  hal -hal  yang 

direkayasa  karena dapat  men imbulkan  

masalah  dikemudian  har i.  Akta  tukar  

menukar  termasuk dalam jen is Part i j  

Acte  (Parta i  Akta) ,  bukan  Ambtel i jk  

Acte (akta  pejabat)   ar t inya bahwa akta  



Jurnal  Ilmiah Prodi  Magister  Kenot ar iatan ,  2017- 2018   233  
  

ter sebut  di buat  ol eh  para  pihak 

dihadapan  PPAT,  oleh  karena i tu PPAT 

hanya menuangkan  apa yang 

disampaikan ,  di jelaskan  dan  diakui  oleh  

para  pihak kedalam akta  yang 

dibuatnya.  Sejauhapa yang disampaikan,  

apa yang di jelaskan  dan  diakui  oleh  

para  pihak i tu tidak ber ten tangan  

dengan  hukum maka PPAT dapat  

membuatkan  aktanya. (hasi l  wawancara  
tanggal 20 Desember  2016).  

Berkai tan  dengan  tanggungjawa b 

atas kebenaran  isi  akta  sebagaiman a 

yang disampaikan  oleh  para  pihak 

Bapak Made Widiada. Notar is/PPAT 

Kota  Denpasar menyatakan  adalah  

tanggung jawa b para  pihak,  bukan  

tanggung jawab PPAT.   

Sebagaimana dinyatakan  Bapak I  

Made Ma wi,  a lamat  Lingkungan  Umalas 

Kangin,  Desa/Kelurahan  Kerobokan  
Kel od,  Kecamatan  Kuta  Utara,  

Kabupaten  Badung men yatakan  un tuk 

memenuh i  kebutuhan  akan  tanah  yang 

lebih  luas un tuk per tan ian  dan investasi  

lebih  suka melakukan  tukar  menukar  

a tas tanahnya yang   ada di wila yah  

Kabupaten  Badung,  karena melalui  

tukar  menukar  t r ansaksinya lebih  cepat  

dan  aman,  karena tidak per lu mencari  

pembel i  hak a tas tanah  yang ada di  

Kabupaten  Badung yang harganya  
begi tu t inggi,  seh ingga sul i t  mencari  

pembel inya.  Melalui  tukar  menukar  

tanah  yang dia lihkan  men jadi  lebih  

aman  dan  kemungkinanan  memperoleh  

dispensasi  berupa uang tambahan .  (hasil  

wa wancara tanggal  9 Januar i 2017).  

Tukar  menukar  hak a tas tanah 

sebagai  sa lah  satu ben tuk t ransaksi  

pengal ihan  hak a tas tanah  pada dasarnya  

merupakan  perbuatan  hukum dalam 

ben tuk per jan jian .Sehingga ser in gkali  

perbuatan  ter sebut  diawal i  dengan  
negosiasi  un tuk memperoleh  

kesepakatan .  Sebagimana hal  ter sebut  

disampaikan  oleh  Bapak I  Made Ma wi,  

a lamat  Lingkungan  Umalas Kangin,  

Desa/Kelurahan  Kerobokan  Kelod,  

Kecamatan  Kuta  Utara,  Kabupaten  

Badung,  setelah  beberapa kali  

melakukan  pendekatan  dengan  Ibu Ni  

Nyoman  Wer t ian i  dengan a lamat  Perum 

Teras Ayung Blok D 3 -5 Gatsu Timur  

Denpasar Ban jar /Lingkungan Tembau,  
Desa/Kelurahan  Penat ih ,  Kecamatan  

Denpasar  Timur,  Kota  Denpasar.  

barulah  dicapai  kesepakatan  un tuk 

menukar  hak a tas tanah  dengan  

Ser t i fikat  Hak Mil ik Nomor  

6633/Kelurahan Kerobokan  Kelod,  yang 

luas dan  batas-batas letak tanahnya  

diuraikan  dalam surat  ukur  tanggal  

22/08/2016.  Nomor  06948/Kerobokan  

Kel od,  seluas 500 M2,  a tas nama I  Made 

Mawi,  dengan sebidang t anah Hak Mil ik 

Nom or  10135/Kelurahan  Kuta yang luas 

dan batas-batasnya ser ta  letak tanahnya  

diuraikan dalam surat ukur  tanggal 21 -

11-2008 Nom or  2364/Kuta/2008,  seluas 

450 M2,  atas nama Ni  Nyoman  

Wer t ian i . (hasi l wa wancara  tgl   20 

Januari  2017).  
Berdasarkan  hasi l  wawancara 

dengan  Bapak I  Made Mawi,  a lamat  

Lingkungan  Umaalas Kangin,  

Desa/Kelurahan  Kerobokan  Kelod,  

Kecamatan  Kuta  Utara,  Kabupaten  

Badung menyampaikan  bahwa proses  

pembuatan  per jan jian  tukar -menukar  

hak a tas tanahnya di lakukan  di  Kantor  

Notais/PPAT.  I  Made Widiada yang 

wila yah  ker janya Kota  Denpasar.  tetapi  

per jan jian  tukar  menurkar  itu  t idak  
dapat  di laksanakan  dengan  a lasan  belum 

ada peraturan  pelaksanaan  dari  PP No 

37 Tahun  1997 yang telah  dirubah  

dengan  PP No 24 Tahun  2016.  

Selan jutnya disarankan peralihan  hak 

a tas tanah  ter sebut  di lakukan  dengan  

t ransaksi  jual  bel i .  (hasi l  wawancara  tgl   

20 Januar i  2017).  

Un tuk menyelenggarakan  ser ta 

melaksanakan  pendaftaran  tanah  yang 

didasarkan  pada Pasal  19 Ayat  (1)  
UUPA,  dalam pelaksanaannya  

pemer intah  mengeluarkan  Peraturan  

Pemer in tah  Nomor  10 Tahun  1961 

ten tang Pendaftaran  Tanah  yang dalam 

per ja lanan  pelaksanaanya digan ti  

dengan  Peraturan  Pemer in tah  Nomor  24  

Tahun  1997 ten tang Pendaftaran  Tanah.  

Dengan  diber lakukannya Peraturan  

Pemer in tah  Nomor  24 Tahun  1997 

ten tang Pendaftaran  Tanah  diharapkan  

proses  pendaftaran  tanah  di  wi la yah  

Negara  Republ ik Indonesia  
ter selenggara  dengan  baik,  seh ingga 

terciptanya kepast ian  hukum bagi  

pemegang hak a tas tanah  yang telah  

didaftarkan dan  secara  t idak langsung 

akan  mengurangi  ter jadinya sengketa  

per tanahan  dikemudian  hari .  

Sebelum Peraturan  Pemer in tah 

Nom or  10 Tahun  1961 ini  diber lakukan,  

pembukt ian  kepemil ikan  hak a tas tanah  

cukup dengan  kesaksian  dari  

pen yanding dalam hal  in i  adalah  
pemil ik tanah  disamping yang men jadi  

obyek kepemil ikan  tanah  dan  kesaksian  

dari  Kepala  Desa.  Mengenai  batas -batas 

dari  suatu tanah  ter sebut  hanya  

di ten tukan berdasarkan pohon -pohon  

yang h idup di  a tas tanah  ter sebut ,  

seh ingga kepast ian  hukum dar i  batas -

batas tanah  ter sebut  kurang ter jamin.  
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Keten tuan hukum Peraturan 

Pemer in tah  Nomor  10 Tahun  1961 

ten tang Pendaftaran  Tanah  sebagai  

dasar  pelaksanaannya dirasakan  belum  

cukup member ikan  kemungkinan  un tuk 

ter laksananya pendaftaran  tanah  dalam 

waktu yang singkat  dengan  hasi l  yang 

lebih  memuaskan  

Pendaftaran  tanah  menurut 

Peraturan  Pemer in tah  Nomor  24 Tahun  
1997 ten tang Pendaftaran  Tanah  yai tu:  

Rangkaian kegia tan yang di lakukan  oleh  

pemer intah  secara  terus menerus,  

berkesinambungan  dan  tera tur  mel iputi  

pengumpulan,  pengolahan ,  pembukuan  

dan  penya jian  ser ta  pemel iharaan  data  

fisik dan   data  yur idis dalam ben tuk 

peta  dan  daftar  mengenai  bidang -bidang 

tanah  dan  satuan -satuan rumah susun,  

termasuk pember ian  surat  tanda bukt i  

haknya bagi  bidang-bidang tanah  yang 
sudah  ada haknya dan  hak mil ik atas 

sa tuan  rumah susun  ser ta  hak-hak 

ter ten tu yang membeban inya.  

1.  Pendaftaran Tanah  Secara Sporadik.  

2.  Pendaftaran  Tanah  Secara 

Sistemat ik.  

Tujuan  pendaftaran  tanah  menurut 

Pasal  3 Peraturan  Pemer intah  Nomor  24 

Tahun  1997 tentang Pendaftaran  Tanah  

yai tu:   

a .  Un tuk member ikan  kepast ian  hukum 
dan  perl indungan  hukum kepada 

pemegang hak a tas suatu bidang 

tanah , sa tuan rumah susun  dan  hak -

hak la in  yang terdaftar  agar  dengan 

mudah  dapat  membukt ikan  dir inya  

sebagai  pemegang hak yang 

ber sangkutan .  

 b.  Un tuk menyediakan  in formasi  

kepada pihak-pihak yang 

berkepen t ingan  termasuk 

pemer intah   

c.  Un tuk ter selenggaranya ter t ib 
admin istr asi per tanahan.   

Obyek pendaftaran  tanah  di ten tukan 

dalam Pasal  9 Peraturan  Pemer in tah  

Nom or  24 Tahun  1997 ten tang 

Pendaftaran Tanah  yang menen tukan  :  

a .  Bidang-bidang tanah yang dipunyai  

dengan  hak mil ik,  hak guna usaha, 

hak guna bangunan dan  hak pakai.  

b.  Tanah  hak pengelolaan.  

c.  Tanah  wakaf.  

d.  Hak mil ik atas sa tuan  rumah  susun .  
e.  Hak tanggungan.  

f.  Tanah  negara.   

Pendaftaran  tanah  mengenal  adanya  

sistem publ ikasi ,  dimana terdapat  

beberapa sistem publ ikasi  pendaftaran  

tanah  dar i  negara -negara yang telah  

melaksanakan  dan  menyel enggarakan  

pendaftaran  tanah  yang ber tujuan  un tuk 

member ikan  kepast ian  hukum bagi  para  

pihak dengan  memil iki  bukt i  

kepemil ikan  berupa ser tipikat  hak atas 

tanah .  “Adapun  sistem publ ikasi  
pendaftaran  tanah  oleh  negara -negara  

yang menyelenggarakan  pendaftaran  

tanah  yai tu :  Si stem Torrens ,  Si stem  

Negat i f dan  Sistem Posi t i f” .  

 

4.2. Faktor-faktor yang  
mempengar uhi  efekti f i tas 

berlakunya kewenangan Pejabat  

Pembuat Akta Tanah terkait  

dengan tukar menukar tanah 

antar wilayah.  

 
Walaupun  PP Nom or  37 Tahun  1998 

yang telah  diperbarui  dengan  PP Nomor  

24 Tahun  2016 telah  mempunyai  

keber lakuan  secara  fi losofis,  yur idis 

dan sosi ologi s tetapi  Peraturan  
Pemer in tah  ter sebut  belum dapat  

member i  manfaat  yang opt imal  bagi  

masyarakat .  Berdasarkan  wawancara  

dengan  Notar is/PPAT Bapak Made 

Widiada,  PPAT di  Kota  Denpasar  

menyatakan  bahwa belum dapat  

di laksanakannya peral ihan  hak atas 

tanah  berdasarkan  per jan jian  tu kar  

menukar  tanah yang ber lokasi  di  Kota  

Denpasar  dengan   tanah  yang ber lokasi  

di  Kabupaten  Badung karena belum ada 
a turan  teknisnya,  yang berupa petun juk 

pelaksana maupun  pen tun juk tekn is 

yang khusus mengatur  mengenai  tukar  

menukar  yang obyekn ya ada di  Kota  

Denpasar  dengan  tanah  yang ada di  

Kabupaten  Badung. (wawancara  28 

Januari  2017).  

Praktek tukar  menukar  hak a tas 

tanah  yang dia lami oleh  Bapak I  Made 

Mawi,  a lamat  Lingkungan  Umaalas 

Kangin  ,  Desa/  Kelurahan  Kerobokan  

Kel od,  Kecamatan  Kuta  Utara,  
Kabupaten  Badung. dengan  Ibu Ni  

Nyoman  Wer t ian i  dengan a lamat  Perum 

Teras Ayung Blok D 3 -5 Gatsu Timur  

Denpasar  Ban jar/Lingkungan  Temba,  

Desa/Kelurahan  Penat ih ,  Kecamatan  

Denpasar  Timur ,  Kota  Denpasar  t idak 

dapat  ter laksana yang pembuatan  

aktanya di lakukan  di  PPAT  yang 

wila yah  ker janya di  Denpasar.  dengan  

a lasan  Akta Tukar Menukar  Hak Atas 

Tanah  yang tanahnya ter letak an tar  
wi la yah  belum dapat  di laksanakan  

mengingat  pelaksanaan  PP no 37 yang 

telah  diperbarui  dengan  PP No 24 tahun  

2016 belum ada Peraturan  mengenai  

petun juk pelaksanaannya dan  petun juk 

tekn isnya.  Kepadanya disarankan  

t ransaksi  ter sebut  menggunakan  



Jurnal  Ilmiah Prodi  Magister  Kenot ar iatan ,  2017- 2018   235  
  

Per jan jian  Jual  Bel i . (wa wancara  tgl   20 

Januari  2017).  

Menurut Lawrence,  t iga elemen  

pen t ing yang menen tukan  ber fungsi  a tau 

t idaknya hukum an tara  la in :  

1.  Substansi  hukum meliputi  : 

peraturan  -  peraturan  a tau r egulasi 

yang di  buat  oleh  lembaga yang 

berwenang; 

2.  Struktur  Hukum meliput i  : tatanan 
daripada elemen  lembaga hukum 

(kerangka organisasi  dan  t ingkatan 

dari  lembaga kepol isian , kejaksaan , 

kehakiman ,  pemasyara katan , 

kepengacaraan);  dan  

3.  Buda ya hukum meliput i : n i lai -n i la i ,  

norma-norma dan  lembaga -lembaga 

yg men jadi  dasar  dar ipada sikap 

per i laku hamba hukum.  

Terkait  efekt i fi tas pelaksanaan 

Tukar  Menukar  Hak Atas Tanah  an tar  
wi la yah  tenyata  belum dapat  

member ikan  manfaat  yang opt imal  bagi  

masyarakat  yangi  sebakan  belum adanya  

a turan  yang member ikan  petun juk agar  

para  elemen -elemen  pelaksana Per turan  

Perundang-undangan  ter sebut  dapat  

berkoordinasi  secara  efekt i f.  Hal  la in  

juga dapat  mempengaruh i  efekt i fi tas  

Peraturan  perundang-undangan ter sebut  

dapat  dianal isis dari  adanya pengaruh  

n ila i  ekonomi didalam pelaksannannya.  
Dengan  mengan jurkan  tr ansaksi  tukar  

menukar  hak a tas tanah  ter sebut  dengan  

per jan jian  jual  bel i  maka PPAT akan  

mendapat  kesempatan  untuk membuat  2 

akta ,  dibandingkan  dengan  tukar  

menukar  yang cukup dibuat  dengan  1 

(sa tu)  akta .  Disamping faktor  buda ya  

hukum menjadi  pengaruh  terhadap 

efekt i fi tas terhadap keten tuan  ter sebut  

juga keber lakuan  keten tuan  ter sebut  

menun jukkan  hukum hukum yang h idup 

( l iv ing law)  di  masyarakat .
10

 Hukum 
yang h idup adalah  “Hukum yang 
di laksanakan  dalam masyarakat , sebagai  

lawan  dari  hukum yang diterapkan  oleh  

negara”.11seja lan  dengan  ini , Li l i  Rasjidi  

dan B.  Ar ief Sidharta  mengemukakan  

bahwa  hukum yang baik adalah  

“Hukum yang sesuai  dengan  hukum 

yang h idup di  dalam masyarakat” . 12 

 

V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  
                                                        

10Bernard L. Tanya, et al., Teori Hukum : 

Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan 

Generasi, CV. Kita, Surabaya, h. 117. 
11Soerjono Soekanto, 1985, Perspektif 

Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat, 

Rajawali, Jakarta, (selanjutnya disebut Soerjono 

Soekanto III), h. 19. 
12 Ibid, h. 83. 

Adapun kesimpulan  dari  penel i t ian 

ini : 

1. Implementasi tukar menukar tanah antar 

wilayah tidak dapat dilaksanakan dan 

penyelesaiannya oleh Badan Pertanahan 

Nasional diarahkan dengan proses Jual Beli. 

2. Faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas 

berlakunya kewenangan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah yang diatur dengan PP Nomor 37 

Tahun 1998 yang diperbarui dengan PP 
Nomor 24 Tahun 2016 adalah faktor kurang 

koordinasinya para pelaksana Peraturan 

Perundang-undangan dan juga pengaruh 

sistem kerja dari PPAT terutama disebabkan 

dari nilai ekonomi yang didapat dari 

Perjanjian Tukar Menukar Hak Atas Tanah 

dibandingkan dengan Perjanjian jual beli. 

 

5.2 Saran 
Saran -saran  yang dapat  dia jukan , 

dian taranya:  
1. Menjamin kepastian hukum, keadilan dan 

manfaat bagi masyarakat yang melakukan 

transaksi Tukar Menukar Tanah antar wilayah 

hendaknya pemerintah segara membuatkan 

Peraturan yang dapat memberikan petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknisnya dari PP 

Nomor 37 Tahun 1998 yang diperbarui 

dengan PP Nomor 24 Tahun 2016 sehingga 

para pelaksana dapat berkoordinasi dengan 

sebaik-baiknya  

2. Pemerintah Daerah segera mempertegas 
Peraturan Perpajakan khususnya pajak Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) yang ditimbulkan dalam proses 

tukar menukar hak atas tanah antar wilayah 

dan penguatan terhadap struktur hukum dalam 

hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN), 

Instansi Perpajakan, Badan Pendapatan 

Daerah, dalam rangka penguatan konsep-

konsep tukar menukar dan jual beli. 
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